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 BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan skripsi penulis yang  berjudul Evektifitas Satuan Polisi 

Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Menegakkan  PERDA NO. 37 TAHUN 2005 

Tentang  Hewan Lepas Di Kabupaten Pohuwato.”penulis dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut 

1. Sudah sangat jelas bahwa dari kinerja satpol pp dalam melakukan penegakan 

sudah di bilang maksimal dari hasil wawancara peneliti dengan seorang 

pimpinan satpol PP Kabupaten pohuwato namun efektif atau tidaknya ini tidak 

hanya di tentukan dengan penegakan dari satpol pp namun juga harus di landasi 

dengan kesdaran dari masyarakat khususnya dari pemilik hewan ternak tersebut 

agar lebih menrtibkan kembali hewan ternaknya sampai dengan sekarang 

kesadaran masyarakat masih sangat kurang. 

2. Kendala pemerintah dalam melakukan penegakan khususnya satpol PP terkendala 

dengan kurangnya personil dari satpol PP tersebut hal itu menjadi kendala besar satpol 

PP dalam melakukan pengawasan apalagi di tiap-tiap kecamatan yang harus di awasi 

satu per satu dulunya memang mereka sering mengawasi di tiap-tiap kecamatan namun 

karena berkurangnya personil sekarang hanya di lakukan pengawasan yang tidak rutin 

tentunya ini sangat menjadi kendala besar apalagi di tambah dengan kesadaran 

masyarakat yang kurang. 
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5.2 Saran  

1. Efektif dan tidaknya suatu peraturan di satu wilayah itu di tentukan dari 

3 hal menurut Lawrens Friedman yaitu Structural, substansi Dan 

Budaaya hukum peraturan daerah ini kiranya harus 

mengimplemntasikan ketiga hal tersebut. 

2. Kepada Pemerintah, harus memberikan perhatian lebih dalam 

sosialisasi/penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Sehingga 

seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, mengetahui 

Undang-Undang apa yang berlaku di Indonesia sekarang ini. 

Kurangnya sosialisasi dapat menyebabkan tidak efektifnya perda hewan 

lepas. 
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